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ABSTRAK 
MUH. HAFILUDDIN (B 111 10 368), Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak 
Sebagai Residivis Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013) 
dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H. dan DR. Syamsuddin 
Muchatar, S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor  apa saja yang 
menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar. 2) apa 
dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum 
dalam hal ini POLRESTABES Makassar dan LAPAS 1 A Makassar agar anak 
tidak melakukan kejahatan khususnya melakukan pengulangan kejahatan. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, adapun yang menjadi tempat 
pengambilan data terkait penelitian ini adalah di POLRESTABES Makassar dan 
di LAPAS Kelas 1 A Makassar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara 
terbuka terhadap aparat kepolisian di POLRESTABES Makassar,pelaku dan 
Pembina lembaga kemasyarakatan. Selain itu penulis juga menggunakan 
metode pengumpulan data keputakaan yaitu melihat data-data yang ada di arsip 
POLRESTABES Makassar dan LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis berkesimpulan 
antara lain: 1) faktor penyebab anak menjadi residivis  yang peratama faktor 
ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi, yang ketiga 
adalah rendahnya pendidikan, dan yang keempat adalah kesadaran hukum yang 
masi kurang. 2) Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak 
hukum khususnya kepolisian dalam hal ini adalah POLRESTABES Makassar  
adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali), upaya Represif 
(upaya pemulihan,pengobatan), upaya Preventif (pencegahan), selain kepolisian 
LAPAS juga berperang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan yang 
dilakukan oleh anak. upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk pendidikan karakter, pendekatan 
kepada nilai-nilai agama dan pelatihan keterampilan agar nantinya anak tidak lagi 
melakukan kejahatan. Selain itu pihak kepolisian juga memberi pemahaman 
kepada masyarakat agar ikut berpartisispasi dalam menaggulangi kejahatan 
yang dilakukan oleh anak pada khususnya dengan cara sosialisasi kemasyarakat 
baik itu secara langsung ataupun melalui perantara media cetak dan elektronik, 
melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah dan bekerjasama dengan lembaga-
lembaga swadaya untuk melakukan penyuluhan terkait pemahaman hukum 
terhadap masyarakat agar tercipta kesadaran hukum.  
 
 
Kata kunci: kriminologis, anak, residivis. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di muka bumi ini bertebaran kelompok-kelompok manusia dengan 
berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian, dari sekian 
ragam kelompok manusia yang mempunyai pola kehidupan yang 
berbeda-beda tidak pernah terlepas dari masalah yang merupakan akibat 
dari adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang nantinya 
berujung pada kejahatan. 
 Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. 
Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan 
merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan masyarakat, baik 
dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. 
Sejak sebelum masehi sampai di Abad ke-21 sekarang ini, para 
pakar berusaha memahami dan mencari sumber-sumber dari kejahatan. 
Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah: 
Emas;Kemiskinan;dan Kekuasaan.1  
Pada akhir Abad ke-19 keprihatinan mulai melanda Negara Eropa 
dan Amerika, kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan remaja jumlahnya 
meningkat setiap tahunnya.2Hal ini disebabkan masa anak-anak 
merupakan masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat 
kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang akhirnya 
                                                          
       
1
  Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, 2012, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.3 
       
2
  Wagiati soetodjo, Hukum Pidana Anak, 2006, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hal. 1 
 
 
2 
akan menjurus pada perbuatan pidana (yang selanjutnya biasa disebut 
DELIK). Dimana masa anak- anak menjadi masa mencari jati diri yang 
ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk 
menentukan sendiri siapa dirinya yang sesungguhnya, dan bagaimana 
sikap baik lahir maupun batin meraka, dan fungsi mereka dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana seperti ini, biasanya para 
remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntun kemandiriannya 
dan tidak ingin campur tangan  dari siapa pun, termasuk oleh orang tua 
meraka sendiri.3 
Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 
tahun dan belum pernah kawin”.4 Kemudian lahir Undang-undang No. 11 
tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 Ayat 3 
menyebutkan bahwa “ anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi 
belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 
 Pada masa inilah, para anak sering sekali melakukan  perbuatan-
perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum 
(weder rech telijkheid) dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, 
pencurian, minum minuman keras, narkoba, menghilangkan nyawa 
seseorang dan lain sebagainya. 
                                                          
       
3
 Marsy Fashadhin, Tinjauan Kriminologis Terdahadap Anak Sebagai Residivis, Universitas 
Hasanuddin,    Makassar, hlm. 1 
       
4
 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
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 Perbuatan tersebut menyebabkan mereka berurusan dengan pihak 
penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang 
dilakukannya. Dalam situasi seperti saat inilah terdapat aneka ragam 
situasional  tekanan, baik itu bersifat  fisik maupun psikis yang dapat 
menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menjurus pada 
delik. 
 Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian 
serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat 
dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan 
masyarakat. Hal ini  juga mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan 
sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak  
dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena 
seorang anak kita ketahui belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh 
terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Pemikiran mereka 
masih labil di bandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu para 
Kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin 
untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan hanya menekan laju 
kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak 
hukum itu sendiri.5 
Berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang 
dilakukan oleh anak. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh seorang 
anak di sekitar kita memang sangat memprihatinkan, apalagi 
                                                          
      
5
  I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakata, Genta Pubishing, hal.20  
 
 
4 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah bagian dari generasi 
muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi 
dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis 
dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang,  tetapi 
yang mengherankan pada kenyataannya bahkan ada beberapa anak yang 
telah keluar masuk penjara, sehingga dapat mengkhawatirkan jika anak 
menjadi pelaku kejahatan.  
Dengan adanya beberapa anak yang telah keluar masuk penjara 
dengan melakukan pengulangan kejahatan yang biasa disebut residivis, 
maka hal ini memang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi 
pekerjaan rumah (PR) bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk 
melakukan tindakan preventif agar anak tidak melakukan perbuatan 
melawan hukum.Memang menjadi suatu dilema ketika anak melakukan 
suatu kejahatan apa lagi melakukan kejahatan sampai keluar masuk 
penjara karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan 
memiliki banyak persoalan, seperti persoalan tingkat pendidikan, psikologi 
dan terutama persoalan hukum. 
Residivis sendiri cuma merupakan istilah bagi seseorang yang telah 
melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama 
dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah 
dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara 
khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis. 
 
 
5 
Kejahatan yang dilakukan oleh anakpun terjadi karena terjadinya 
ketidak seimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan 
keadaan itu akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan 
moral yang pada akhirnya mendorong seseorang khususnya seorang 
anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan membunuh 
seseorang yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu contoh 
penyimpangan perilaku yang sangat mengkhawatirkan. Penyelidikan 
terhadap perilaku masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh 
para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa kejahatan merupakan satu 
masalah pokok dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin bisa 
dihilangkan. Sejarah telah membuktikan bahwa menghilangkan kejahatan 
merupakan suatu yang mustahil.6 
 Harus disadari bahwa anak merupakan potensi manusia dimasa 
mendatang, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan 
sumber daya  manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 
suatu bangsa. Agar anak berkembang dengan baik, diperlukan kepedulian 
baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberi 
perlindungan, pendidikan dan perhatian tentang pengenalan hukum 
secara dini agar anak dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang 
menyimpang. 
 Melihat semakin banyaknya masalah kejahatan yang dilakukan 
oleh anak sehinggah ada beberapa anak yang telah keluar masuk penjara 
dan menjadi seorang residivis khususnya yang terjadi di kota Makassar, 
yang perlu diperhatikan khususnya oleh  penegak hukum seperti pihak 
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi yang terkait. Agar 
berusaha dengan segala daya dan kemampuan yang dimiliki untuk 
menanggulangi atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh anak. 
 Atas dasar pemikiran yang telah disebutkan di atas, maka Penulis 
berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dan akan 
menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Tahun 
2011-2013) di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, 
maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: 
1. Apakah faktor yang menjadi penyebab anak sebagai residivis? 
2. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 
mencegah seorang  anak menjadi residivis? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab anak 
menjadi residivis. 
b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum untuk mencegah seorang anak menjadi 
residivis. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapankan dapat dijadikan sebagai 
bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka 
yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya 
dan hukum pidana pada khususnya. 
b. Keguanaan Praktis 
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat 
penegak hukum untuk bagaimana melakukan upaya untuk 
pencegahan anak melakukan kejahatan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Secara etomologis Kriminologi berasal dari kata crime  yang berarti 
kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, 
sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah 
kriminologi untuk pertama kali pada tahun 1879 digunakan oleh P. 
Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini 
di kenal orang banyak  istilah yang digunakan adalah antropologi 
criminal.7 
Menurut E.H. Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, 
termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran 
Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-
Undang. Kriminologi dibagi mejadi 3 yaitu: 
1. Sosiologi hukum  
Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu 
perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah 
hukum.menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-
faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana). 
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2. Etiologi kejahatan 
Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab ari kejahatan, dalam kriminologi 
etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi 
setherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun 
preventif. 
Objek kajian kriminologi melingkupi: 
a. Perbuatan yang disebut kejahatan 
b. Pelaku kejahatan 
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
Menurut W.A.Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. 
Menurut J. Constant, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan fakto-faktor yang menjadi sebab -musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat.8 
Menurut Mudigdo Moeliono, Kriminologi adalah bahwa pelaku 
kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena 
terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh 
masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan masyarakat.9 
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Menurut  WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, 
sebab-musabab dan akibat-akibatnya.10 
Menurut  A.W. Wood, Mengatakan bahwa istilah kriminologi 
meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau 
pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di 
dalamnya termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan 
dan penjahat.11 
Menurut M.P. Vrij Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang 
mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, 
kemudian sebab-musabab serta akibat dari kejahatan tersebut.12 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, 
pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran 
perundang-undangan. 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu 
kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. 
a. Kriminologi teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap pembagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
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 Alfian setiawan, 2012, Tinjauan kriminologis Terhadap Pencurian Ternak, Universitas 
Hasanuddin, Makassar, hal 3 
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1) Antropologi Kriminal  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik 
yang menjadi cirri khas dari seorang penjahat. Misalanya: 
menurut Lambrosso ciri seorang penjahat diataranya: 
tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol keluar,dahinya moncong dan seterusnya. 
2) Sosiologi criminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosial criminal 
adalah: 
a) Etiologi sosial: Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-
sebab    timbulnya kejahatan. 
b) Geografis: Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal 
balik  antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
c) Klimatologis: Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbale 
balik antara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut 
ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: 
a) Tipologi: Yaitu ilmu pengetahuan  yang mempelajari 
golongan golongan penjahat. 
b) Psikologi sosial criminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat 
yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat 
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yang masi dirawat di rumah sakit jiwa seperti: rumah sakit jiwa 
Dadi Makassar. 
5) Penology  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti 
dan faedah hukum. 
Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa 
terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan dalam manyarakat. Dalam 
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut 
KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok 
berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman 
tutupan; dan adapun pidana tambahan yaitu perampasan barang, 
pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.13 
b. Kriminologi Praktis 
Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula 
disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis 
adalah: 
1) Criminal 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas faktor 
penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan 
perekonomian rakyat, penyuluhan, penyedian sarana olah raga 
dan lainnya.  
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2) Politik criminal 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya 
menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia 
dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-
adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; 
sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan 
penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik sipenjahat 
melakukan kejahatan. 
3) Kriminalistik (police scientific)  
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik 
kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.14 
Menurut Boger pembagian kriminologi sebagai berikut: 
1) Antropologi criminal 
Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat. 
2) Sosiologi criminal 
Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala sosial. 
3) Psychology criminal  
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
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4) Psycho dan neuro criminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa. 
5) Penology  
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan 
berkembangnya hukuman.15 
Menurut Sutherland pembagian kriminologi sebagai berikut: 
1) Sosiologi hukum 
Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang 
dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya 
yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak adalah 
hukum. Oleh karena itu, di dalam mencari sebab-musabab 
kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang 
menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana. 
2) Aetiologi kejahatan 
Merupakan cabang dari ilmu kriminologi yaitu suatu ilmu yang 
mempelajari suatu sebab-musabab seseorang melakukan 
kejahatan. 
3) Penology 
Ilmu pengetahuan tentang hukuman. Sutherland memasukkan 
dan menambahkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.16 
                                                          
       
15
 Wahyu Muljono, Op.Cit, hal. 30 
       
16
 Ibid, hal.33 
 
 
15 
Paul Mudigdo Mulyono, menyatakan tidak sepakat dengan 
pendapat Sutherland, kara menurutnya defenisi itu seakan akan tidak 
member gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas 
terjadinya suatu kejahatan, kerena terjadinya kejahatan bukan semata-
mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat. Untuk itulah Paul 
Mudigdo Mulyono memberikan defenisi tersendiri buat kriminologi, yaitu 
ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. 
 Berbagai defenisi juga dikemukakan oleh para beberapa  pakar 
lainnya, antara lain: 
 Wood, istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang 
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
 Michael dan Alder, mengatakan bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota 
masyarakat. 
3. Objek Kriminologi 
Dengan demikian secara singkat dapat di uraikan bahwa objek 
kriminologi adalah sebagai berikut: 
a. Kejahatan 
Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa setiap 
tingkahlaku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu 
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perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
 Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan batasan 
kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masi hidup dalam masyarakat. 
 Adapun unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai 
kejahatan itu ada tujuh yaitu: 
Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian: 
1. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab undang 
undang hokum pidana (selanjutnya disebut KUHP). 
2. Harus ada perbuatan. 
3. Harus ada maksud jahat. 
4. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
5. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
6. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
R.Susilo, mengemukakan bahwa  kejahatan sebagai tingkah laku 
yang bertentangan  dengan undang-undang. Maka perundang-undangan 
itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar 
penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan terjaminnya kepastian 
hukum asas ini biasa disebut “ nullum delictum nulla poena siane provia ” 
Yang terterah di Pasal 1 KUHP yang artinya: “tiada suatu perbuatan yang 
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dapat di kenakan pidana selain berdasarkan ketentuan undang-undang 
yang telah dibuat sebelumnya”. 
b. Pelaku atau Penjahat 
Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
melanggar hukum, baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) 
maupun hukum yang di anut dalam masyarakat. 
Pada umumnya di fikiran masyarakat perkataan “penjahat” berarti 
mereka yang dimusuhi oleh masyarakat. Di dalam arti inilah Trede 
menyatakan bahwa para penjahat adalah sampah masyarakat. 
Adapun jenis penjahat adalah: 
1. Penjahat dari kecenderungan (bukan karna bakat) 
2. Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehinggah 
sulit tidak melakukan kejahatan) 
3. Penjahat karna hawa nafsu dan putus asa.17 
Menurut Ruth Shonle Cavam  ada 9 tipe penjahat yaitu: 
1. The casual offender 
Tipe ini sebenarnya belum dapat dikatakan penjahat, tetapi 
pelanggar kecil, seperti tidak memakai lampu pada malam 
hari,tidak memakai helm. 
2. The occasional criminal 
Orang ini melakukan kejahatan ringan,seperti orang yang 
menabrak seseorang sampai luka ringan. 
3. The episodic criminal 
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Disebabkan kerena aemosi yang sangat hebat, sehingga 
kehilangan control diri. 
4. The habitual criminal 
Mereka yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti 
pemabuk,pengemis, dan perbuatan yang tertera di dalam pasal 
104-485 KUHP. Juga residivist. 
5. The professional criminal 
Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. 
Seperti; penyelundupan, korupsi, penjualan narkotika. 
6. Organized criminal 
Pelaku kejahatan yang membentuk organisasi yang rapi untuk 
melakukan kejahatan. 
7. The mentally abnormal 
Penjahat ini memiliki penyakit psycopatis. 
8. The normalicious criminal 
Perbuatan yang sekolompok masyarakat menuduh perbuatan 
tersebut, sedangkan kelompok lain menyebut bukan kejahatan. 
9. The white collar criminal 
Kejahatan ini dilakukan oleh sesorang dari upper class di dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan baik dibidang 
ekonomi maupun sosial politik, terutama merupakan 
pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakatnya.18 
Adapun sebab adanya penjahat antara lain yaitu: 
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1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan; 
2. Perbedaan ideologi politik; 
3. Kepadatan dan komposisi penduduk; 
4. Perbedaan distribusi kebudayaan; 
5. Perbedaan kekayaan dan pendapatan; 
6. Mentalitas yang labil; 
7. Faktor lain seperti faktor biologis, psikologi, dan sosioemosional; 
Kejahatan dan penjahat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan, dimana ada penjahat disitu pula terjadi kejahatan dan 
begitupun selanjutnya. Kejahatan kerapkali mengganggu kestabilan dan 
keamanan dalam masyarakat. Adapun akibat adanya penjahat dalam 
masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Merugikan pihak lain baik materil maupun non materil; 
2. Merugikan masyarakat secara keseluruhan; 
3. Merugikan negara; 
4. Mengganggu kestabilan dalam masyarakat;19 
 
B. Anak 
1. Pengertian Anak 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang dilahirkan dari 
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
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 Pengertian anak dari aspek agama islam yakni, anak merupakan 
makhluk hidup yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah adalah 
kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. 
 Pengertian anak dari aspek sosiologi dalam aspek sosiologi anak 
diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa 
berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal 
ini anak diposisikan dalam kelompok sosial yang mempunyai status sosial 
yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. 
 Dari aspek hukum kita terdapat pluralism dalam mendefenisikan 
anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-
undangan  mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu.20 
Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari 
pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus 
sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi 
pengelompokan kedalam substansi sebagai berikut: 
 Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 
yang berbunyi: ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”21. 
Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak.  
 Anak dalam pengertian yang telah di jelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak menyebutkan 
bahwa: anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang 
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kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertubuhan dan 
perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun 
sosial.22 Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik 
semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia di lahirkan. 
 Berdasarkan hukum pidana anak meliputi  dimensi-dimensi 
pengertian sebagai berikut: 
a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. 
b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan 
hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, 
tatanegara dengan maksud mensejahterakan anak. 
c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses 
perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana 
yang dilakukan oleh anak itu sendiri. 
d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.23 
 Berbicara mengeai anak tidak akan berhenti sepanjang sejarah 
kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 
masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. 24 Berdasarkan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah 
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seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masi dalam kandungan.25  
 Berdasarkan defenisi di atas dapat dilihat bahwa anak adalah 
sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari 
mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa 
sekaligus cermin sikap bangsa pada masa mendatang. 
 Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir 
abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara 
ilmiah. Di Amerika Serikat, tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari 
masalah anak-anak antara lain ialah Tracy, G. Stanly Hall dari Clark 
University, menulis Adolescence. Di Inggris antara lain Sully dan Balwim. 
Di Perancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claparade dan lain-lain. 
 Pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 
selanjutnya disebut KUHP) dapat di tarik kesimpulan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun. sedangkan menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebubut KUHPdt) 
Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. 
 Adapun pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomer 39 
tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 5 disebutkan 
bahwa: 
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang 
Pokok-pokok perburuhan pasal 1 ayat 1, mendefenisikan anak 
adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun 
kebawah.” 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak 
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adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah 
kawin.26 
Selain pengertian menurut Undang-Undang penulis juga akan 
memberikan sedikit pengertian anak berdasarkan para ahli antara lain 
adalah: 
Menurur Maulana Hasan Madong dari segi religius Anak adalah 
titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara 
sebagai pewaris dalam kerajaan islam. 
 Menurut putusan Mahkama Konstitusi Nomor.1/PUU-VII/2012 
Tanggal 24 februari 2012 Terhadap Pengadilan Anak. Dalam putusan 
tersebut ditetapkan bahwa batasan umur minimal anak adalah 12 tahun 
sebagai ambang batas umur pertanggung jawaban hukum bagi anak telah 
diterima dalam praktik sebagian Negara-negara, sebagian juga di 
rekomendasikan oleh Komite Hak Anak PP dalam General Coment 10 
Februari 2007. Dengan batasan umur 12 tahun, maka telah sesuai 
dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak 
dalam pasal 26 ayat 3 dan 4. Pembatasan umur tersebut juga dengan 
mempertimbangkan bahwa anak secara relative sudah memiliki 
kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil serta sesuai 
dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat 
bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan 
kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkama Konstitusi berpendapat bahwa 
umur minimal anak 12 tahun menjamin hak anak untuk tumbuh, 
berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam 
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pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut 
UUD 1945).27 
 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undan-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah 
seorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana.28 
Sedangkan menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indinesia 
Anak adalah: 
a. Anak adalah keturunan kedua 
b. Anak adalah manusia yang masi kecil29. 
Akan tetapi dalam hal ini yand dimaksud dengan anak adalah apa 
yang telah di jelaskan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Anak.  
 Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase 
pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas 
perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. 
Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu: 
a. Fase pertama adalah dimulai pada usia anak 0 tahun sampai 
dengan 7 tahun yang bisa disebut masa anak kecil dan masa 
perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-
fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi 
dan arti bagi anak-anak,masa kritis(trozalter) pertama dan 
tumbuhnya seksualitas awal pada anak. 
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b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun 
disebut sebai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke 
dalam 2 periode,yaitu: 
1) Masa anak Sekolah Dasar mulai usia 7-12 tahun adalah 
periode intelektual.Periode ini adalah belajar awal dimulai 
dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu 
lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan 
kehidupannya perasaan, kemauan serta kemampuan anak 
dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat 
tersimpan atau masa latensi(masa tersembunyi). 
2) Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal 
dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat 
kematangan fungsi jasmani ditandai dengan berkembangnya 
tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan 
tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, 
kurang sopan, liar dan lain-lain. 
Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, 
perkembangan intelektual pun langsung sangat intensif 
sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru 
pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat 
kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis 
ataau utilitas kecil, di mana minatnya disebut sebagai 
fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada 
kegunaan-kegunaan teknis. 
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3) Fase  ketiga adalah dimulai pada usia 14-21 tahun, yang 
dimana masa remaja,dan arti sebenanya yaitu fase pubertas 
dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan 
masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. 
Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase,yaitu: 
a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra 
pubertas. 
b) Masa menentang kedua,fase negative, trozalter kedua, periode 
verneinung, 
c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa 
pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih 
awal daripada masa pubertas pada anak laki-laki. 
d) Fase adolencence, mulai kurang lebih usia 17 sampai sekitar 
19 hingga 21 tahun. 
 Masa ketiga ini mencankup point c dan d di atas, di dalam periode 
ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami 
anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah gejala 
kenakalan anak. 
 Dari masa di atas anak biasanya melakukan kenakalan- kenakalan 
yang pada akhirnya melakukan suatu kejahatan. Kenakalan anak ini 
dalam bahasa asing di kenal dengan  juvenile Delinquency tetapi 
kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 
KUHP.  
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 Pada saat itulah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada 
badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu 
undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam 
pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran 
hukumnya, adapula kolompok yang menekankan pada sifat tindakan anak 
apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum 
melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian 
kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti 
sosial. 
 Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam defenisi yang 
dikemukakan oleh para ahli tentang juvenile Delinquency ini, seperti 
diuraikan di bawah ini. 
Paul Moedikno memberikan rumusan, mengenai pengertian 
juvenile Delinquency yaitu sebagai berikut: 
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan 
suatu kejahatan,bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi 
semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidan, seperti 
mencuri, menganiaya,membunuh dan sebagainya. 
b. Semua perbuatan penyelengan dari norma kelompok tertentu 
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya 
memakai celana jangki tidak soapan dll. 
c. Semua perbuatan yang menunjukan kebutuhan perlindungan 
bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain. 
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Menurut kartono dika yang dikatakan juvenile delinquence adalah: 
Perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak muda, merupakan 
gejala sakit(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja 
yang disebabkan oleh suatu bentuk pembagian sosial sehingga 
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang 
menyimpang.30 
 
Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud anak nakal 
adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perrbuatan yang dinyatakan dilarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan.31 
 
Dengan demikian, dapat disimpulkan Juvenile Delinquence adalah 
suatu tindakan atau perbuatan norma, baik norma hukum maupun norma 
sosial yang dilakukan oleh anak usia muda hal itu cenderung untuk 
dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak,karena terlalu 
ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan 
sebagai seorang penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses yang 
alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami 
kegoncangan semasa menjelang kedewasaan. 
Dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu 
perbuatan pidana (kejahatan) harus memenuhi unsur: 
a. Adanya perbuatan manusia 
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-
undang 
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c. Adanya kesahalahan  
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.32 
Adapun pemidanaan bagi anak yang melakukan kejahata/tindak 
pidana sebelum umur mencapai 16 tahun di sebutkan dalam pasal 45 
Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kuhp) hakim 
dapat menjatuhkan tindakan beruapa antara lain: 
a. Pengembalian kepada orang tua untuk dibina; 
b. Diserahkan kepada pemerintah untuk dididik di DEPSOS. 
 Adapun ketika anak itu di jatuhkan pidana karna melakukan tindak 
pidana pada umur di atas 12 tahun  sampai 18 tahun maka hukumannya 
di kurangi 1/3 dari hukuman maksimalnya. 
2. Hak anak Atas Perlindungan Hukum 
Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada. 
Mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dengan kasih sayang dari 
orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus 
diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. 
Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-
hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, 
seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 
pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi 
PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child); 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; dan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
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Hak-Hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990) 
yaitu: 
a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan 
hukuman. 
b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk 
kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. 
c. Hak negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan 
kewajiban orang tua serta keluarga. 
d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara 
menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak. 
e. Hak anak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk 
mengetahui dan di asuh oleh orang tuanya. 
f. Hak anak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan 
hubungan keluarga. 
g. Hak untuk tinggal bersama orang tua. 
h. Kebebasan menyatakan pendapat. 
i. Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama 
j. Kebebasan untuk menghimpun, berkumpul, dan berserikat 
k. Hak perawatan khusus bagi anak cacat 
l. Memperoleh pelayanan kesehatan  
m. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di luar maupun di 
dalam peradilan. 
 
Dan ada beberapa hak lagi yang tercantum dalam KepPres No. 36 
Tahun 1990.33 
Hak-Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 sampai Pasal 8): 
a. Anak berhak atas kesejahteraan,perawatan, asuhan, dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 
maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar. 
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 
negara yang baik dan berguna 
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesame 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar. 
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e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang paling 
pertama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 
bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan 
berkembang dengan wajar. 
g. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 
yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. 
h. Pelayanan dan asuhan juga diberi kepada anak yang telah 
dinyakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan 
putusan hakim. 
i. Anak cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk 
mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas 
kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 
j. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan 
jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.34 
 
Hak-Hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18): 
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisispasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi 
b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang 
tuanya. 
d. Mengetahui orang tuanya,dibesarkan, dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri. 
e. Anak berhak diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 
undan-undang 
f. Memporeleh peayanan kesehatan jan jaminan sosial dengan 
kebutuhan fisik. 
g. Setiap anak berhak menerima pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya. 
h. Berpendapat dan di dengar,mencari dan mendapat informasi, 
Berhak untuk bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekriasi, 
dan berkreasi.35 
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Dan masi banyak lagi yang di jelaskan pada Pasal 4 sampai Pasal 
18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Selain dari yang disebutkan di atas ada beberapa Undang-Undang 
yang dapat melindungi anak diantaranya: 
a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak. 
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. 
e. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan 
Luar Biasa. 
f. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan 
Luar Sekolah. 
g. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) Tentang 
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Anak.36 
 
3. Teori penyebab anak melakukan kejahatan 
Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak yang 
telah di kemukakan di atas perlu diketahui tentang sebab-sebab timbulnya 
kenakalan anak. Dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995) bahwa yang 
dikatakan “motivasi”  itu adalah dorongan yang timbul pada diri 
seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 
perbuatan dengan tujuan tertentu.37  
 
Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang 
menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk 
melakukan sesuatu perbuatan karena ingin mencapai suatu tujuan yang 
dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.  
Bentuk dari motivasi itu ada 2 macam yaitu; motifasi intrinsik dan 
ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau 
keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan 
perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan 
yang datang dari luar diri seseorang. 
Berikut ini Romli Atmasasmita38 mengemukakan pendapatnya 
mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik dari kenakalan anak: 
a. Motivasi Intrinsik 
Yang dimaksud motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak 
adalah: 
1) Faktor intelegantia; intelegantia merupakan kecerdasan 
seseoranag. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan 
seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. 
2) Faktor usia; Stephen Hurwitz (1952)39 Mengungkapkan “age is 
importance factor in the causation of crime” (usia adalah faktor 
yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan) 
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3) Faktor kelamin; Paul W. Tappan (1946)  mengemukakan 
pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak 
laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya 
jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan dan kejahatan 
jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia 
tertentu. 
4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga; yang dimaksud 
kedudukan anak dalam rumahtangga/keluarga adalah 
kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan 
kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya 
b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik: 
1) Faktor rumah tangga; keluarga merupakan lingkungan sosial 
yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di 
dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan 
utama. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting 
dalam perkembangan anak. 
2) Faktor pendidikan dan sekolah; sekolah adalah media atau 
perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata 
lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, 
baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku 
(character). 
3) Faktor pergaulan anak; besarnya pengaruh lingkungan terhadap 
anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan 
lingkungan menjadikan anak menjadi semakin longgar dan 
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kemudian anak menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian 
menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih 
atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada 
suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah 
delinkuen sifatnya. 
4) Faktor mass media;  sebenarnya apabila memperhatikan teori 
kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel (1996)40, 
mengemukakan  mass media sebagai salah satu sarana yang 
digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun 
dalam kaitan perilaku delinkuen, media justru berpengaruh 
terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini dibenarkan karna 
mass media dipahami berpengaruh pula terhadap 
perkembangan anak. 
c. Teori Differential Assiciation 
Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya 
mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kesehatan, 
bahkan seperti prilaku lainnya pada umumnya merupakan suatu yang 
dipelajari.41 
d. Teori Anomie 
 Teori Anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori 
yang berorentasi pada kelas. John Hagan42 menyatakan “Merton is 
terested in exploring variations in crime and deviance by sosial clas” 
                                                          
       
40
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e. Teori Kontrol Sosial 
Terori ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di 
masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi 
“baik” atau menjadi “jahat”. Jahatnya seseorang di tentukan oleh 
masyarakatnya. Ia akan baik ketika masyarakatnya baik dan 
begitupun selanjutnya mereka akan jahat ketika di lingkungan 
masyarakatnya juga berkehendak demikian.43 
 
C. Residivis 
1. Pengertian Residivis 
Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa 
Perancis yaitu Re dan Cado . Re berarti lagi dan Cado berarti jatuh, 
sehinggah secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali 
perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah 
dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya.44 
 Atau apabila “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau 
lebih perbuatan telah di jatuhi hukuman oleh hakim”.45 
 
 Budiono menyatakan bahwa residivisme adalah: 
 ”kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi 
perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena 
melakukan perbuatan itu”.46 
 
Selanjutnya residivis juga diartikan sebagai orang yang telah 
menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang 
pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.47 
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Menurut Rudi Haryono residivisme adalah: orang yang 
menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang 
pernah melakukan suatu kejahatan yang sama. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, apabila 
seseorang telah jijatuhi hukuman perihal terhadap suatu kejahatan dan 
kemudian setelah menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, 
maka kini apa yang disebut residivis.48 
Pengulangan atau residive secara umum ialah apabila seseorang 
melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk di jatuhkan pidana padanya, 
akan tetapi dalam jangka waktu tertentu: 
a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau 
sebagian, atau 
b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila 
kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum 
daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi. 
Dari pembatasan tersebut diatas, dapat ditarik syarat-syarat yang 
harus dipenuhi yaitu: 
a. Pelakunya sama, 
b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu 
telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang 
tetap). 
c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 
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2. Jenis-jenis Residivis 
Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan 
ketentuan pidana untuk pengulangan (residivisme), dapat diperbedakan 
antara: 
a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan 
di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur), 
b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di 
suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP 
pada buku ke II) Atau di suatu pasal dari suatu bab tindak 
pidana. 
c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia 
hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk 
beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III). 
Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka 
dapat diperbedakan antara: 
a. Pengulangan (residivis) umum, yaitu tidak dipersoalkan 
jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi 
pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang di 
ulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia 
dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 
1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan 
pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak 
pidana. 
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b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi 
itu sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya: 
1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk 
membunuh Presiden, penggulingan pemerintahan, 
pemberontakan dan lain sebagainya; 
2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, 
perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain 
sebagainya; 
3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan 
lain sebagainya; 
4) Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan 
dan lain sebagainya; 
5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, 
penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. 
Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak 
pada: sudah ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu 
disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia 
berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara 
mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residiv tidak 
ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan 
dilanggarnya dua ketentuan pidana.49 
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3. Faktor-faktor Penyebab Residivis 
a. Stigmatisasi Masyarakat 
Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai 
dengan norma atau tindakan yang seharusnya dilakukan dikatakan 
sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku 
tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. 
Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan 
perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah 
kreativitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari 
penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian 
menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan  sekitar atau mengganggu 
ketertiban masyarakat,  yang mana kerap menimbulkan respon tertentu 
bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. 
Salah satu respon masyarakat yang merasa terancam ketenangan 
lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan 
stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang 
tersebut. Stigmatisasi sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan 
proses pemberian cap, pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum 
yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati sebagai 
benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih 
besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai 
anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.50 
                                                          
      
50
 Didin Sudirman “Masalah-masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan”, 2006,  Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depertemen Hukum dan Asasi Manusia, Gandul 
Cinere Depok, hlm. 52 
 
 
41 
Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan 
masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan 
mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. 
Dengan adanya kekhawatiran tersebut kemudian secara tidak 
langsung berdampak pada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi 
dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan 
menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan 
permasalahan dari narapidana adalah kebanyakan mereka dan rata-rata 
setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan baik itu yang bebas murni 
atau masi dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak 
mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat 
selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang 
sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS. 
Sedangkan dari hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas 
pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan 
kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, 
dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak lembaga 
pemasyarakatan (LAPAS) sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga 
narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan hal ini menjadi dilema 
bagi narapidana, disatu sisi keberadaan mantan narapidana di tengah-
tengah masyarakat masih dianggap jahat. 
Di sisi lain, narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali 
dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke 
bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun 
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mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan 
keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi narapidana atau 
mantan narapidana adalah bekerja agar tidak mengulang perbuatan 
pidana yang pernah dilakukannya. Tetapi jika tetap di biarkan terlantar 
narapidan cenderung berfikir bahwa dirinya tidak lagi diterimah di 
masyarakat dan di lingkungannya. Akibat dari pada itu satu-satunya jalan 
untuk melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan 
mengulangi perbuatan melanggar hukumnya. 
b. Dampak dari Prisonisasi 
Dalam kaitannya terhadap sistem pemasyarakatan, masalah 
prisonisasi bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri diartikan 
sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan 
sistem nilai yang belaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskan 
sistem pemasyarakatan oleh Suharjo pada Tahun 1963, salah satu 
asumsi yang dikemukakan adalah negara tidak berhak membuat orang 
lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara, asumsi ini secara 
langsung menunjukkan bahwa adanya pengakuan bahwa tindakan 
pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, salah 
satunya mengulangi perbuatan melanggar hukumnya.51 
4. Sistem Pemberatan Pidana Pada Residivis 
Terkait mengenai pemberatannya, dalam buku I Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai ketentuan 
umum, masalah residivis tidaklah diatur secara spesifik dalam pasal 
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maupun bab tersendiri khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang 
berjudul “ Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan 
Dengan Berbagi BAB”.52 
Pasal 486: 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat 
pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 
365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua 
sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, 
Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 
400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 
481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang 
dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 
368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat 
pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah 
ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak 
menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu 
kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 
145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau 
sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan 
(kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” 
 
Pasal 487: 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 
131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, 
begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan 
menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat 
kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. 
Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat 
lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana 
penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena 
salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat 
kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, 
sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang 
menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat 
kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana 
tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada 
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waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana 
tersebut belum daluwarsa.” 
 
Pasal 488: 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 
310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang 
bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, 
sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan 
diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya 
sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”53 
 
Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk 
pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan 
sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang 
dilakukannya. 
 
D.  Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan merupakan masalah sosial yang di hadapi oleh 
masyarakat  diseluruh dunia sejak dari jaman dahulu yang pada dasarnya 
kejahatan merupakan hasil dari interaksi antara individu dan masyarakat 
itu sendiri. Kejahatan dalam arti seluas-luasnya menyangkut pelanggaran 
norma-norma yang dikenal dalam masyarakat, seperti norma agama, 
norma moral, norma kultur, dan norma susila.  
Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam Undang-Undang 
yang dipertanggung jawabkan oleh aparat pemerintah untuk 
menegakkannya, terutama dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan. Ketiga lembaga negara ini sangat berperan penting demi 
tegaknya hukum materil. Namun, karna kejahatan langsung mengganggu 
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ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, karna setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Karena masyarakat menyadari tingginya tingkat kejahatan dan 
kejahatan terus berkembang, maka secara tidak langsung mendorong 
pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku 
kejahatan dalam masyarakat pula. Dengan demikian demi mencapai 
masyarakat yang damai dan tentram maka masyarakat melakukan  
penanggulangan kejahatan tersebut. 
Menurut Hoefnangels, upaya menanggulangan kejahatan dapat 
ditempuh dengan cara: 
a. Criminal application (Penerapa hukum pidana); 
b. Preventif Without punishment (pencegahan tanpa pidana); 
c. Influencing views of society on crime an punishment (mass 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pandangan lewat mass media);.54 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berati menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada oarang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum. 
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Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerinta beserta masyarakat sangat 
berperan penting demi mengurangi potensi kejahatan terjadi. Bagi 
pemerintah dengan membuat undang-undang dan kebijakan yang baik 
akan menciptakan kehidupan masyarakat yang baik. Bukan hanya itu 
untuk melaksanakan undang-undang atau kebijakan pemarintah 
diperlukan aparat penegak hukum yang dapat bekerja maksimal untuk 
penerapan aturan tersebut. 
Begitu besar dan luas peran pemerintah, maka kunci dan strategi 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi; ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk, bahwa upaya penghapusan sebab 
dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi 
pencegahan kejahatan yang mendasar.  
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya 
tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan tahap ideal 
pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
mencegah kejahatan. Oleh karena itu, peran serta dukungan masyarakat 
untuk penegakan hukum dan menciptakan masyarakat yang aman dan 
damai sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam 
masyarakat.55 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan tekait 
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi 
terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas 1 Makassar, kantor kepolisian kota Makassar (POLRESTABES 
Makassar). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan 
dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua 
jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang di kumpulkan atau yang diperoleh 
melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode 
wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 
Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat dari 
instansi yang terkait dan anak yang residive. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature,dokumen 
dokumen serta peraturan perundang – undangan lainnya yang relevan 
dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 
atau dokumentasi pada instansi yang terkait. 
 
C. Metode Penelitian 
Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan 
menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang 
berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan 
interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait. 
2. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang 
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan 
pustaka yang bersumber dari buku, dokumen perkara serta 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta 
menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi 
kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas 
dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau 
rumusan masalah yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Sebagai Residivis Di Kota 
Makassar 
Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh anak harus 
diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang 
mengakibatkan banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja 
yang disediakan oleh pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi 
makin bertambah setiap waktu. tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan 
juga merupakan kondisi sosial yang Tidak baik dalam suatu masyarakat 
khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung 
khususnya tempat seorang anak mengenal dunia luar. 
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyususnan skripsi 
ini adalah anak sebagai residivis, tetapi sebelumnya penulis akan 
memberikan data anak yang melakukan kejahatan pada tahun 2011-2013 
yang diambil di catatan Kepolisian Resort  Kota Besar Makassar 
(selanjutnya disebut POLRESTABES Makassar)   dimana anak yang 
dimaksud disini adalah anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 
yang menjelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas)  tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, penulis mendapatkan data anak yang melakukan kejahatan mulai 
dari tahun 2011 – 2013 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Table 1 
Jumlah Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana 
yang Dilakukan oleh Anak pada tahun 2011-2013 
 
No 
Jenis tindak 
pidana 
Tahun 
Jumlah 
2011 2012 2013 
1 Penganiayaan 8 6 4 18 
2 Pencurian 3 6 8 17 
3 Fitnah 1 1 - 2 
4 
Bawa lari anak 
perempuan 
1 2 4 7 
5 Perbuatan cabul 2 1 4 7 
6 
Tinggalkan 
rumah 
4 2 2 8 
7 Penjualan anak 1 - - 1 
8 Penrusakan 1 3 5 9 
9 pemerkosaan - 2 - 2 
10 Pengeroyokan - 1 2 3 
11 Asusila 1 1 - 2 
12 Perzinahan - 1 - 1 
13 
Perbuatan tidak 
menyenangkan 
2 - - 2 
14 
Penggunaan 
senja tatajam 
2 3 5 10 
15 Penggelapan 1 - 3 4 
16 Narkoba 3 4 6 13 
17 pembunuhan - 1 1 2 
Jumlah 30 34 44 108 
Sumber : POLRESTABES Makassar yang di ambil pada tanggal 14 
April 2014 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan tiap 
tahunnya yang di lakukan oleh anak makin bertambah. Hal ini yang 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap anak sebagai 
residivis pada tahun 2011 – 2013. Tetap sebelum penulis memberikan 
data tentang anak sebagai residivis, penulis akan memberikan data 
jumlah tahanan anak atau NaPi (narapidana) anak yang berada di LAPAS 
Kelas 1 A Makassar  yang di ambil dalam buku catatan LAPAS Kelas 1 A 
Makassar yang diperoleh pada tanggal 23 April 2014. Berikut adalah 
datanya: 
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Tabel 2 
Jumlah Tahanan Anak/Narapidana Anak di LAPAS Kelas 1 A Makassar 
pada tahun 2011-2012 
 
NO JENIS KEJAHATAN 
TAHUN 
JUMLAH 
2011 2012 2013 
1 Pencurian 8 9 12 29 
2 Senjata tajam 5 8 9 22 
3 Penadahan 1 1 2 4 
4 Penganiayaan 8 6 10 24 
5 Pembunuhan 1 - 1 2 
6 Penrusakan 2 4 6 12 
JUMLAH 27 29 41 93 
Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 
23 April 2014. 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan/narapidana 
anak di LAPAS Kels 1 A Makassar mengalami peningkatan tiap tahunnya 
yaitu pada tahun 2011 tercatat ada 27 orang anak, ditahun 2012 tercatat 
29 orang anak dan ditahun 2013 tercatat ada 41 orang anak yang di tahan 
atau menjadi narapidana di LAPAS Kelas 1 A Makassar. Sehingga jumlah 
tahanan atau narapidana anak yang tercatat  pada tahun 2011-2013 di 
LAPAS Kelas 1 A Makassar berjumlah 93 orang anak. 
Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang 
telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) yang diperoleh 
dari hasil penelitian yang dilakukan di LAPAS Kelas 1 A Makassar pada 
tanggal 23 April 2014 sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
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Tabel 3 
Jumlah Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 
pada tahun 2011-2013 di kota Makassar. 
 
NO JENIS KEJAHATAN 
TAHUN 
JUMLAH 
2011 2012 2013 
1 Pencurian 5 6 4 15 
2 Penggunaan senjata tajam - 1 2 3 
3 Narkotika 2 3 3 8 
4 Penadahan 1 - - 1 
5 Penganiayaan - 1 1 2 
6 Penrusakan - - - - 
JUMLAH 8 11 10 29 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang melakukan 
pengulangan (residivis)  dimulai pada tahun 2011 berjumlah 8 orang anak, 
ditahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 11 orang anak dan pada tahun 
2013 turun menjadi 10 orang anak. Sehinggah jumlah anak yang 
melakukan pengulangan sejak tahun 2011-2012 berjumlah 29 orang anak. 
Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak 
mengulangi melakukan kejahatan (residivis) setelah mendapatkan 
pembinaan di lapas maka penulis menggunakan metode wawancara 
terbuka oleh beberapa anak yang telah beberapa kali mengulangi 
melakukan kejahatan (Residivis) dan salah seorang Pembina anak yang 
ada di LAPAS dan KABID Pembinaan LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
Berikut ini adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang 
telah dipilih secara khusus oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk 
mendapatkan informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan penelitian 
ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penuis memperoleh data 
faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis)  
dapat di lihat pada tabel 4: 
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Tabel 4 
Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya 
Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Residivis) 
 
NO FAKTOR PENYEBAB 
FREKUENSI / 
NARASUMBER 
PERSENTASE (%) 
 
1 EKONOMI 12 35,2 % 
2 
LINGKUNGAN TEMPAT 
BERINTERAKSI 
9 26,47 % 
3 KESADARAN HUKUM 5 14,70 % 
4 PENDIDIKAN 8 23,52 % 
JUMLAH 34 100% 
Sumber : Data hasil olahan wawancara responden yang dilakukan pada 
tanggal 24 April 2014 di LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 faktor 
yang menyebabkan terjadinya pengulangan (residiv) yang dilakukan oleh 
anak. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi 35,2 %, faktor lingkungan 
tempat berinteraksi 26,47 %, faktor kesadaran hukum 14,70 %, dan faktor 
pendidikan 23,52 %. Berdasarkan dari data di atas maka faktor yang 
paling utama yang menyebabkan anak mengulangi kejahatannya 
(residivis) adalah faktor ekonomi. Berikut adalah hasil wawancara 
terhadap responden dimana responden yang diwawancarai berdasarkan 
jenis kejahatan dan faktor penyebab dilakukannya pengulangan. 
Berikut adalah hasil wawancara terhadap anak sebagai residivis 
yang dilakukan tanggal 23 April 2014: 
1. Nama M. Farhan Alias Andini, Umur 16 tahun, Laki-laki, jenis 
kejahatan yang dilakukan yang pertama pencurian (Pasal 362 
KUHP) dan mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). 
Menurut  MF, Dia melakukan tindak pidana pencurian karena 
beberapa alasan yang pertama alasan ekonomi dan alasan 
kedua adalah faktor lingkungan tempat dia berinteraksi karena 
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MF berteman dengan anak nakal yang selalu mengajak dia 
untuk melakukan kejahatan. (Residivis Khusus) 
2. Nama Hendra, Umur 17 tahun, Laki-laki, jenis kejahatan yang 
dilakukan yang pertama pengancaman dengan menggunakan 
senjata tajam dan mengulangi kejahatan sama yaitu 
penggunaan senjata tajam tanpa izin. Menurut HA, Dia 
melakukan tindak pidana tersebut karena faktor lingkungan 
tempat dia berinteraksi karena teman-teman sepergaulannya 
anak nakal dan faktor pendidikan. (Residivis Khusus) 
3. Nama Hendra bin Hamsa, Umur 17 tahun, Laki-laki, Jenis 
kejahatan yang  dilakukan pertama adalah penyalahgunaan 
narkotika dan mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika. 
Menurut HH, Dia melakukan kejahatan tersebut karena 
beberapa faktor yang pertama faktor lingkungan tempat 
berinteraksi karena berteman dengan penguna narkotika, faktor 
selanjutnya pendidikan.(Residivis Khusus) 
4. Nama Asrullah, Umur 14 tahun, Laki-laki, Jenis kejahatan yang 
dilakukan pertama pengunaan senjata tajam tanpa izin dan 
mengulagi berbuat kejahatan dengan kejahatan pencurian. 
Menurut AH, Dia melakukan kejahatan tersebut karena ada 
beberapa faktor yang peratama kesadaran hukum dan faktor 
yang lain adalah faktor ekonomi. (Residivis Umum) 
Berikut hasil wawancara oleh salah seorang Pembina khusus anak 
di LAPAS kelas 1 Makassar pada tanggal 23 April 2014 sebagai berikut:  
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Nama hamka, Pembina khusus anak di LAPAS Kelas 1 A Makassar 
mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak 
melakukan kejahatan di antaranya faktor ekonomi dimana faktor 
ekonomi disini diidentikkan dengan kemiskinan  yang pada 
dasarnya menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh 
anak. karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin 
meningkat dan keadaan ekonomi tidak menunjang maka biasanya 
seseorang melakukan kejahatan contonya pencurian, yang kedua 
faktor lingkungan tempat dimana anak tersebut berinteraksi 
sebagaimana di ketahui bahwa anak memerlukan teman dan 
lingkungan untuk menunjang proses pendewasaannya dalam 
proses ini seorang anak terkadang salah memilih lingkungan dan 
teman untuk bergaul dengan terjadinya hal seperti itu anak 
baiasanya melakukan apa yang dilakukan oleh teman teman 
tempat dimana dia berinteraksi ketika temannya baik dia akan 
berbuat baik dan ketika lingkungan dan teman temannya 
menunjang dia melakukan tindak pidana maka terbuka peluang 
anak itu melakukan tindak pidana, yang ketiga faktor pendekatan 
dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya 
faktor ini sangat penting karna sebagaimana mestinya seorang 
orang tua harus mendidik anak agar anak itu berprilaku baik 
dengan tidak adanya pengawasan dan perhatian oleh orang tua 
biasanya anak akan terlantar dan dari keterlantarannya seorang 
anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan 
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orang lain. selain itu, faktor pendidikan juga sangat mempegaruhi 
anak melakukan kejahatan karena anak kurang mendapat 
pendidikan yang membentuk karakternya baik itu pendidikan formal 
maupun non formal hal tesebut menyebabkan anak tidak dapat 
atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata 
salah dan merupakan tindak pidana. Dalam keadaan seperti inilah 
terkadang menyebabkan seseorang khususnya seorang anak 
melakukan tindak pidana. 
 
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Mencegah 
Anak Menjadi Seorang Residivis 
Adapun upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan yang 
dilakukan oleh anak telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa 
instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat POLRESTABES 
Makassar bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti 
bekerjasama dengan orang tua, masyarakat, sekolah, dan media massa. 
Berdasarkan wawancara terbuka yang dilakukan pada tanggal 15 
April 2014 kepada salah seorang anggota kepolisian bagian criminal 
bernama Daus, mengatakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh pihak 
POLRESTABES Makassar mengutamakan upaya tindakan Preventif yang 
dilakukan dengan cara yang sistematis, berencana, terpadu dan terarah 
agar menimbulkan hasil yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan 
khususnya kejahatan yang dilakukan yang pelakunya adalah seorang 
anak. 
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Adapun upuya yang dilakukan oleh pihak POLRESTABES 
Makassar untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
Khususnya di Wilayah Kota Besar Makassar adalah sebagi berikut: 
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif Merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk 
pertama kalinya. Upaya ini di bagi menjadi dua yaitu: 
1) Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual 
yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan dan 
para tokoh masyarakat. 
2) Abolisionistik, dilakukan dengan cara penanggulangan bersifat 
konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian 
kriminologi dan menggali sebab musabab terjadi kejahatan. 
Pola penanggulangan secara Pre-Emtif  ini dapat seperti 
penanganan setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(KAMTIMAS), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih 
dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa 
kegiatan kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor 
faktorpenyebab, pendorong, faktor peluang dari kejahatan, sehingga 
tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan. Kegiatan ini pada dasarnya 
berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana 
dan kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat positif dan kreatif. 
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2. Upaya Represif 
Upaya ini adalah suatu cara penanggulangan berupa penangan 
kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh aparat 
POLRESTABES Makassar adalah sebagai berikut: 
1) Pencegahan yang bersifat langsung 
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya 
kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang 
bersangkutan sebagai berikut: 
a. perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur 
sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. 
b. pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan. 
c. penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa perimbangan. 
2) Pencegahan yang bersifat tidak langsung 
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah 
dilakukannya kejahatan antara lain adalah: 
a. pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang didalamnya mengandung  ancaman 
hukuman. 
b. pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan 
seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya. 
c. penimbulan kesan akan adanya pengawasan 
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3) Pencegahan melalui perbaikan ligkungan antara lain: 
a. perbaikan sistem pengawasan 
b. penghapusan kesempatan melakukan suatu kejahatan, 
contohnya, pemberian kesempatan untuk mencari nafkah 
secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
4) Pencegahan dengan melakukan perbaikan perilaku dengan 
cara sebagi berikut: 
a. penghapusan imbalan yang menguntungkan pelaku 
kejahatan 
b. mengikut sertakan masyarakat dalam mencegah perbuatan 
kriminal. 
3. Upaya Preventif 
Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak POLRESTABES 
Makassar merupakan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi 
terjadinya kejahatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan 
sekolah-sekolah melai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. 
2) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk 
orang tua, guru dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan 
yang dilakukan oleh seseorang khususnya yang dilakukan yang 
pelakunya anak. 
3) Melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya 
masayarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan 
pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat untuk 
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menjaga dan mencegah anak dalam melakukan perbuatan 
criminal. 
4) Melakukan kerjasama kepada media massa sebagai salah satu 
media untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat agar 
masyarakat mengetahui dan tercipta kesadaran hukum. 
Contohnya, membuat poster, spanduk, iklan media cetak dan 
media massa yang isinya himbauan kepada masyarakat untuk 
mentaati hukum. 
4. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh LAPAS 
Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap yang diberikan oleh pengadilan, para terpidana akan menjalani 
masa hukuman atau masa pemidanaannya yang di tempatkan di 
Lembaga Pemasyaraktan (LAPAS) dan selama itu ula akan dilakukan 
pembinaan oleh pihak LAPAS.Pada prinsipnya LAPAS sebagai wadah 
atau tempat dilakukannya pembinaan  untuk menghilangkan sifat jahat 
dan agar terpidana itu bisa diterima kembali di masyarakat melalui 
pendidikan. 
Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LAPAS 
dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah 
menjalani masa hukumannya dapat menjadi warga negara yang baik. 
Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga 
masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha 
pembinaan yang dilakukan di LAPAS di mulai sejak hari pertama 
terpidana menjalani masa hukumannya samapi dia lepas. 
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Upaya dan usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi 
tiap narapidana sesuai untuk mengetahui cepat atau lambatnya 
pembinaan untuk memperbaiki sikap terpidana. Secara berkala 
perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan 
pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya 
dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai. LAPAS Kelas 1 A 
Makassar melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas 
dari pedoman pembinaan narapidana yang telah di tetapkan oleh Undang-
undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,ketetapan 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PP No. 31 tahun 1999 
tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan. Yang dalam hasil 
wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 April 2014 kepada KABID 
Pembinaan LAPAS Kelas 1 A Makassar Bapak Sunaidi, menjelaskan 
bahwa jenis pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas 1 A Makassar 
yaitu: 
a. Pembinaan kemandirian 
Merupakan pembinaan yang paling diutamakan di LAPAS Kelas 1 
A Makassar terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila 
jiwa kemandirian  narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-
pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih 
diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian itu 
meliputi: 
1) Pendidikan agama 
Usaha ini diperlukan  untuk meperbaiki iman dari narapidana 
terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang 
merek lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan 
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ini pihak LAPAS mengadakan kerja sama dengan Departemen 
Agama.selain itu di adakan kegiatan pengajian dan selain itu 
pihak LAPAS juga mengadakan program buta aksara AL-Qur’an 
menggunakan metode iqra yang diharapkan sebelum 
narapidana bebas mereka dapat membaca Al-Qur’an. Bagi yang 
beragama non islam maka diadakan kegiatan kegiatan 
kerohanian yang dapat memperbaiki individu narapidana dan 
melaksanakan kerjasama terhadap pihak terkait yang dapat 
mengembangkan narapidana tersebut. 
2) Pendidikan umum 
Pembinaan pendidikan umum meliputi pembinaan kesadaran 
berbangsa dan bernegara atau pendidikan kewarganegaraan 
(PKN). Agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara 
yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini 
dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor penyebab 
terjadinya kejahatan adalah kurangnya pendidikan. Begitupun 
yang dilakukan oleh pihak LAPAS Kelas 1 A Makassar dengan 
menyadari bahwa banyak narapidana yang berpendidikan 
rendah. oleh karena itu, pihak LAPAS memberikan bekal 
pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana di 
kemudian hari ketika dia lepas atau telah menjalani masa 
hukumannya. 
3) Pembinaan jasmani 
Pembinaan macam ini berupa diadakannya olehraga bersama, 
kesenian dan kegiatan kerja bakti di lingkungan lembaga. Hal ini 
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dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan setiap narapidana. 
Khusus kegiatan oleh raga dan seni penyelenggaraan dilakukan 
oleh narapidana terutama menjelang hari hari besar. 
b. Pembinaan keterampilan 
Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat 
masing masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana 
yang tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana 
seperti kerajinan tangan berupa bingkai fhoto, asbak, dan lain-lain. Selai 
keterampilan yang sifatnya kerajinan tangan pihak LAPAS juga member 
keterampilan seperti belajar computer dan cuci kendaraan. Hal ini di 
harapkan agar ketika narapidan keluar mereka sudah mempunyai 
keterampilan untuk dilakukannya mencari uang dan memperbaiki 
hidupnya setelah keluar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
BAB V 
PENUTUP 
Setelah uraian dan pembahasan yang panjang yang telah 
dikemukakan di atas dalam membahas penelitian ini, maka penulis akan 
memberi kesimpulan dan saran terkait kenelitian yang telah dilakukan ini 
sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah 
sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab anak menjadi residivis  yang pertama faktor 
ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi, 
yang ketiga adalah rendahnya pendidikan, dan yang keempat  
adalah kesadaran hukum yang masih kurang. 
2. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak 
hukum khususnya kepolisian dalam hal ini adalah 
POLRESTABES Makassar  adalah upaya Pre-Emtif (upaya 
pecegahan untuk pertamakali), upaya Represif (upaya 
menghambat), upaya Preventif (pencegahan), dan upaya  
pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan. Selain itu pihak kepolisian juga memberi 
pemahaman kepada masyarakat agar ikut berpartisispasi dalam 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak pada 
khususnya dengan cara sosialisasi kemasyarakat baik itu 
secara langsung ataupun melalui perantara media baik itu 
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media elektronik (Televisi, Radio dll.) maupun media cetak, 
melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah dan bekerjasama 
dengan lembaga-lembaga swadaya untuk melakukan 
penyuluhan terkait pemahaman hukum terhadap masyarakat. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan 
saran-saran. Adapun masukan atau saran penulis sebagai berikut: 
1. Kepolisian dalam hal ini POLRESTABES Makassar dan orang 
tua diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus 
untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di 
sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut 
terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran 
terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang  tua untuk 
membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan 
rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi 
agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang 
anak. Pendekatan oleh orang tua kepada anaknya ini 
merupakan hal yang sangat penting karena lingkungan dan 
orang yang paling dekat kepada mereka adalah keluarga. 
2. Agar pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak 
didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah 
agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan 
yang pernah dia lakukan, melakukan pendidikan karakter agar 
supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan 
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yang mana hal yang tidak baik. Hal ini berguna agar ketika anak 
itu bebas, tidak lagi mengulangi kejahatannya. Selain itu 
pendidikan keterampilan haruslah dimaksimalkan agar para 
anak didik di LAPAS mempunyai keterampilan yang dapat 
dibawanya ketika anak itu bebas dan keterampilan tersebut 
akan dijadikan bekal agar mereka dapat memperbaiki 
kehidupan ekonominya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
67 
DAFTAR PUSTAKA 
Alfian Setiawan, 2010, Tinjauan Kriminologis Terhadap  Kejahatan 
Pencurian Ternak, Universitas Hasanuddin. 
A.S. Alam, editor Amir Ilyas, 2010, “Pengantar Kriminologi”, Refleksi, 
Makassar. 
Barda Nawawi Arief, 1996, “Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana”, 
Bandung, Citra Aditya Bakti. 
Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya. 
Bakti. Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, 1996, “Bunga rampai 
Kebijakan Hukum Pidana”, Bandung, Citra Aditya 
Didin Sudirman, 2006, “Masalah-masalah Aktual Tentang 
Pemasyarakatan”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Depertemen Hukum dan Asasi Manusia, Gandul 
Cinere Depok. 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, “Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta 
I.S. Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta. 
Muhammad Mustafa, 2007, Kriminologi, Fisip UI Press. 
Marsy Fashadhin, 2013, Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai 
residivis, universitas hasanuddin. 
Nasriana, 2011, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”, 
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995,” Kamus Besar 
Bahasa Indonesia”, Jakarta, Balai Pustaka 
Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, 
Lintas Media, Jakarta. 
Romli Atmasasmita,1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam 
Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. 
Satochid Kartanegara, 2010, Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian 
Dua: Balai Lektur Mahasiswa 
Solahuddin, 2010, “Undang- Undang Hukum Pidana”, Redaksi, Jakarta. 
Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, “Perundangan tentang anak”, 
Pustaka Yustisia, yogjakarta. 
 
 
68 
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, “kriminologi”, PT Raja Grfindo 
Persada, jakarta. 
Wagiati Soetodjo, 2010, “Hukum Pidana Anak”, PT Rafika Aditama, 
Bandung. 
Wahyu Muljono, 2012, “Pengantar Teori Kriminologi”, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta. 
 
Peraturan Perundang-undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979  Tentang Kesejahteraan Anak. 
UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990  Tentang Hak-Hak Anak) 
Website 
http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, di akses pada hari Selasa, 
Pada Tanggal 18 Februari 2014, pukul 00.15 WITA. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-
residivis, diakses pada tanggal 19 Februari 2014, Pukul 00.40 
WITA. 
http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/ , diakses pada hari Minggu, 
tanggal  2 maret 2014, Pukul 16.00 WITA. 
 
